Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Kementrian Perdagangan No. 44/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor:PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi

